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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 2
Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan PPID
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malang perlu menetapkan operator e-PPID;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurub b, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang tentang Penetapan Operator e-
PPID pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali dinbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomer 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Waliltota Menjadl Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihatt Umum (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemmerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6863);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanasn Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik [Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2010 Nemor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umurm,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Hota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
derngan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umaumn Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Kemisi Permnilihan Urnmarmn,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sckrctariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nemor 1236] sebagaimana ielah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomaor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provingi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 825];

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomer 870] sebagaimana
telah diubah dengen Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentanp Perubaban
kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
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Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN MALANG.

Menetapkan Operator E-PPID pada Satuan Kerje Komisi
Pemilihan Umumn Kabupaten Malang sebagaimana
tersebut di bawah ind :

Nama : MOHAMMAD SUBHAN ROSYID, S.Ak

NIP : 19930225 202521 1 012

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli
Pertama

Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

bertugas :

1. Mengelola dan menpoperasikan aplikasi e-FPPID
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

2. Melaksanakan pengunggahan, pembaruan, dan
pemeliharaan Informesi Publik pada sistem e-PPID;

3. Memyusun dan memperbarui Daftar Informasi
Publik (DIP) pada sistem e-FPPID;

4. Mengelola permchonan Informasi Publik yang
disampaiken melalui e-PPID untuk selanjutnya
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi;

5. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan
sekali maupun sewaktl-waktia,



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG




